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ABSTRAK 

KAJIAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA TRAFFICKING 
TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN 

(Studi Kasus No : 806 / Pid.B / 2009/ PN.Mdn ) 

Oleh: 

EGBERTUS JIWABUDIMAN 
NPM: 08 840 0075 

Perdagangan anak adalah setiap tindakan atau transaksi dimana orang 
(perempuan dan anak) dipindahkan kepada orang lain oleh siapapun atau kelompok 
manapun demi keuntungan dalam bentuk lain mcliputi menav.·arkan, mengantarkan 
atau menerima perempuan dan anak dengan berbagai cara untuk tujuan eksploitasi 
seksual, mengambil organ tubuh perempuan dan anak atau keterlibatan dalam ke1~ja 

paksa serta adopsi. 
Di Indonesia pcnyusunan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang ternyata dirnaksudkan untuk mew11judkan dalam Undang
Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang terdapat unsur-unsur dan norma hukum yang baru dalam sistem hukum pidana 
kita. Lahirnya UU No. 21 Tahun 2007 merupakan instrumen untuk melindungi 
masyarakat dari bahaya tindak pidana perdagangan orang. Akan tetapi, patutlah 
diwaspadai bahwa karakteristik tindak pidana perdagangan orang ini, bersifat khusus 
dan merupakan extra ordinary crime, karena banyak melibatkan aspek yang 
kompleks, dan bersifat transnasional organized crime, karena melintasi batas-batas 
negara serta dilakukan oleh organisasi yang rapi dan te1tutup. 

Dengan demikian, strategi penanggulangan dan pemberantasannya harus 
secara khusus pula. Oleh karena itu, diperlukan profesionalisme dan kehandalan para 
penegak hukumnya untuk memahami ketentuan hukumnya dan melakukan 
penegakan hukum yang konsisten dan berkesinambungan. Disamping dukungan 
masyarakat melalui advokasi dan pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat, 
sehingga diharapkan tindak pidana perdagangan orang ini dapat ditckan bahkan 
diberantas. 

Lahimya berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang 
perlindungan perempuan dan anak, menunjukkan tingginga komitmen pemerintah 
terhadap permasalahan ini. Diharapkan agar gugus tugas daerah menindaklanjuti 
berbagai peraturan perundang-undangan tersebut dengan Peraturan Daerah, Surat 
Keputusan Kepala Daerah, Pedoman Pelaksanaan. 
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ii i 

Medan, September 2012 

Penulis 

EGHERTUS .nw A BUDll\fAN 
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BABI 

PENDAHULUAN 

Setiap mahluk Tuhan Yang maha Esa memiliki hak-hak asas1 sesuai 

dengan kemulian harkat, martabatnya bahkan setiap orang dilahirkan bebas 

dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal 

dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalarn 

semangat persaudaraan. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan dan perlakuan hukurn yang adil serta mendapat kepastian hukum 

dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan 

hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi, yang di 

lindungi oleh undan-undang Berdasrkan Pancasila dan UlJD RI tahun 1945. 1 

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, hak 

bebas mengeluarkan pendapat dan pikiran baik secara Jcsan maupun tertulis, hak 

beragama, hak mendapatkan pendidikan dan pelajaran, hak untuk mendapatkan 

pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk 

di.akui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, yang berdasarkan 

Pancasil<i dan UUD 1945. 

Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba, tak terkecuali anak-

anak dan perempuan khususnya, Setiap anak dan perernpuan berhak untuk 

memperoleb perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, 

penculikan, perdagangan, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, 

psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Maka dari itu Pemerintah wajib dan 

1. Halim, Barli, Nasution. 2005. Penegakan Hukum t.erhadap Perdagangan Manusia di 
Indonesia Ditin;au dari Hukum lnternasional. (Skripsi). Universitas Sumatera Utara, Medan. 
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2 

bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak 

asasi manusia yang diatur dalam Pancasila dan undang-undang, dan hukum 

intemasional tentang hak asasi manusia yang diterirna oleh negara Republik 

Indonesia. Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah tersebut meliputi langkah 

implementasi (pelaksanaan) yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, 

sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain. 

Perbudakan atau penghambaan pemah ada dalam sejarah Bangsa 

Indonesia. Pada jaman raja-raja Jawa dahulu, yang membentuk landasan dengan 

meletakkan perempuan sebagai barang dagangan untuk memenuhi nafsu lelaki 

dan untuk rnenunjukkan adanya kekuasaan dan kernakmuran. Bahka pada masa 

penjajahan Belanda, industri seks mer~jadi lebih terorganisir dan berkembang 

pesat yaitu untuk memenuhi kebutuhan pernuasan seks masyarakat Eropa seperti 

serdadu, pedagang dan para utusan yang pada umumnya adalah bujangan.Selain 

memaksa perempuan pribumi dan perempuan Belanda menjadi pelacur, Jepang 

juga membawa banyak perempuan ke Jawa dari Singapura, Malaysia dan Hong 

Kong untuk melayani para perwira tinggi Jepang. 

Dalam era kemerdekaan terlebih di era reformasi yang sangat menghargai 

Hak Asasi Manusia, masalah perbudakan atau penghambaan tidak ditolerir lebih 

jauh keberadaannya. Secara hukum Bangsa Indonesia menyatakan bahwa 

perbudakan atau penghambaan merupakan kejahatan terhadap kemerdekaan orang 

yang diancam dengan. pidana penjara lima sampai dengan lima belas tahun (Pasal 

324-337 KUHP). Namun kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan 

transportasi yang meng-akselerasi terjadinya globalisasi, juga dimanfaatkan oleh 
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oknum kejahatan untuk menyelubungi perbudakan dan penghambaan itu ke dalam 

bentuknya yang barn yaitu: perdagangan orang (tra{ficking in persons), yang 

beroperasi secara tertutup dan bergerak di luar hukum. bahwa perdagangan orang 

telah meluas dalam bcntuk jaringan kcjahatan yang terorganisasi dan tidak 

terorganisasi, baik bersifat antamegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi 

ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-nonna 

kehidupan yang dilandasi penghom1atan terhadap hak asasi manusia, bahkan 

pelaku perdagangan orang (trafficker), yang dengan cepat berkembang menjadi 

sindikat lintas batas negara dengan sangat halus menjerat mangsanya, tetapi 

dengan sangat kejam mengeksploitasinya dengan berbagai cara sehingga korban 

menjadi tidak berdaya untuk membebaskan diri. 2 

Pada saat ini, kasus Traffiking di Indonesia sangat memperihatinkan. 

Banyaknya anak bangsa sebagai penerus bangsa menjadi korban kejahatan ini. 

Padahal anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa untuk kita 

jaga dan lindungi. Selain itu, anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang 

berperan penting dalam eksistensi bangsa dan negara di masa sekarang dan yang 

akan datang. Untuk rnewujudkannya perlunya seorang anak untuk mendapatkan 

kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal 

baik fisik, mental maupun sosiaL dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan 

upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan 

jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa 

diskriminasi. 

1
• Gosita, Arif, dkk. 2001. Perlindungan terhadap Anak Korhan Kekerasan. Medan: Lembaga 

. dvokasi Anak lndonesia. 
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Salah satu faktor yang mendorong terjadinya trafiking adalah faktor 

kemiskinan yang cenderung dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk 

kepentingan bisnis, di mana korban diperj ualbelikan bagaikan barang. Lebih 

memperhatikan kembali adalah adanya peran orang tua dibalik kejahatan 

trafficking tersebut. Mereka dengan rela menjual anak-anaknya dengan alasan 

ingin merubah nasib. Sela.in itu juga adanya sindikat orang-orang yang menculik 

anak-anak di bawah umur untuk kernudian dijual ke luar negeri. 

Berdasarkan data International Organization for Migration (IOM), pada 

April 2007, jumlah korban trafficking dari Indonesia paling banyak berasal 

Kalimantan Barnt, Jawa Ba.rat, Jawa Timur, Sumatera lJtara dan Nusa Tenggara 

Ba.rat. Dan Indonesia merupakan salah satu sumber untuk kejahatan trc{fficking 

internasional. Perdagangan anak sendiri sebenarnya telah meluas dalam bentuk 

jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat 

antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap 

masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang 

dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. 

Memang disadari bahwa penanganan trafiking tidakJah mudah, karena 

jaringannya yang begitu luas dan adanya peran dari orang tuanya sendi.ri. Adanya 

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan khusus 

yang mengatur rnengenai masalah anak. Tujuan dari perlindungan anak sendiri 

disebutkan dalam Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002 : "Perlindungan anak bertujuan 

untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
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5 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. demi 

terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera." 

Akan tetapi hal ini tidaklah lantas mengurangi kejahatan trafficking ini. tiap 

tahunnya kasus trafficking di daerah seperti disebutkan di atas semakin 

meningkat. Kendati demikian, pada prakteknya belum banyak pihak yang 

berinisiatif untuk mengatasi masalah ini, padahal rnasyarakat sebenamya sudah 

sadar betul dan mengetahui tentang adanya " hisnis '' perdagangan orang yang 

terorganisir. PadahaJ dari data di atas, memerlukan penanganan dan perhatian 

yang senus khususnya bagi negara. Bagaimana pun kejahatan trafficking 1m 

merusak citra suatu bangsa. 

01eh sebab itu. perlunya ke1:jasama dari pemerintah pusat dengan daerah 

dan rnasyarakat setempat yang mengctahui adanya praktek tra/licking ini untuk 

segera memberitahukan kepada aparat penegak hukum setempat. Selain itu, 

perlunya upaya dari pemerintah untuk memberdayakan masyarakatnya khususnya 

di daerah-daerah yang rawan dcngan praktek trafficking ini dengan mcmberikan 

pendidikan yang maksimal kepada anak-anak agar tidak tertipu dengan embel

embel nasib yang lebih baik. 

A. Pengertian dan Penegasan Judul. 

Skripsi yang akan pcnulis ajukan be1judul ''KAJTAN HUKUM 

TENTANG TINDAK PIDANA TRAFFICKING TERHADAP ANAK DAN 

PEREMPUAN " Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan) ". Agar judul penulis 

ajukan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda, maka selanjutnya perlu 
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6 

dibuat pengertian dan penegasan j udul terse but secara etimologi. Pengertian dari 

judul yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut : 

- Kata Kajian berati: hasil mengkaji 3 

- Kata Hukum berarti : patokan (kaidah, ketentuan) 4 

- Tindak Pidana adalah : suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan 

delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.5 

Trajj1cking adalah : Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau 

penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, a.tau bentuk-

bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan 

kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerirna bayaran atau manfaat 

untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, 

untuk t~juan eksploitasi.6 

B. Alas an Pemilihan J uduJ 

- Untuk megetahui hagaimana hak seorang anak dan perempuan yang hams 

dilindungi dari tindak pidana trqfficking. 

- Untuk mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perdagangan manusm 

khususnya anak dan perempuan yang te1'jadai dalam kehiduapn masyarakat. 

C. Permasalahan 

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat ditarik beberapa permasalahan 

yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, yaitu : 

. http://www.artikata.com/arti-367062-kajian.html 
4

· http://wv.w.artikata.com/arti-3 59805-pemberantasan.btm l 
5

· http: //www.artikata.com/arti-3302 LO-hukum.html 
6

" Shurthe.s, Rebecca dan Wijaya Martha. 2003. Perdagangan Perempuan dan Anak di 
Indonesia. Jakarta: fCM 1-ACJ LS . 
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1. Apa penyebab tei:jadinya perdagangan anak dan perempuan ? 

2. Bagaimana proses pencegahan terhadap perdagangan anak dan perempuan? 

D. Hipotesa 

Hipotesa disebut juga dengan dugaan sementara. Karena sifatnya yang 

hanya merupakan kesimpulan awal, hipotesa masih harus diuji kebenarannya. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan hipotesa terhadap pe1masalahan 

yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut : 

1. Mendeskrisikan sebab-sebab terjadinya perdagangan manusia karena beberapa 

faktor yang melatar belakangi seperti dari segi ekonomi, kebutuhan sosial, 

pergaulan. Ataupun kurang day apemerintah untuk melakukan sosialisasi tentang 

dampak dan akibat dari suatu perdagangan manusia. 

2. lngin menganalisa upaya-upaya pencegahan untuk rneminimalkan tingkat 

perdagangan atas anak dan perempuan. Dibutuhkan pera serta masyarakat dan 

pemerintah agar pencegahan ini berjalan dcngan baik. 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari pernbahasan penelitian ini adalah: 

1. Sebagai salah satu syarat untuk rnendapatkan gelar Sarjana Hukum pada 

Fakultas Hukum Universitas Medan Arca. 

2. Sebagai sumbangsih pemikiran penulis untuk menjelaskan bagairnana 

pengaturan perlindungan terhadap anak dan pcrempuan terhadap Tindak Pidana 

trafficking. 
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3. Sebagai sumbangsih penulis kepada Almamater tentang bagaimana cara 

menangguiangi kejahatan trc4ficking. 

~'. Metode Pengumpulan nata 

8 

DaJam penulisan skripsi ini, penulis berupaya untuk dapat mengumpulkan 

data-data yang mendukung penelitian. Data-data yang dikumpulkan berguna 

untuk melengkapi kesempumaan pembahasan skripsi ini. Untuk mendapatkan 

data yang maksirnal diperlukan metode yang tepat. Adapun metode yang penulis 

pergunakan adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research). 

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan 

pustaka yang ada mulai dari data primer, berupa perundang-undangan, data 

sekunder yang berupa buku-huku bacaan yang mendukung dan data tertier yakni 

penggunaan Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. 

2. Penelitian Lapangan (Field Research). 

Untuk menyempumakan data-data yang diperoleh. dari kepustakaan, maka 

diperlukan penelitian langsung ke lapangan. Dalam penelitian ini penulis 

melakukan penelitian langsung di Pengadilan Negeri Medan 

G. Sistematika Pcnulisan 

Untuk lebih mudah dimengerti mengenm pembahasan skripsi ini maka 

dapat diuraikan pembahasannya sebagai berikut: 
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BABI 

BAB II 

BAB III 

BABlV 

9 

: PENDAHULUAN 

Dalam bab m1 dijelaskan secara singkat 

Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan 

Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesis, Tujuan 

Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta 

Sistematika Penulisan 

: TINJAUAN UMUM TENT ANG TRAFFICKING 

Dalam bab ini diuraikan secara teoritis hasil 

kepustakaan, yang terdiri dari Pengertian 

Trafficking, Ruang Lingkup Tindakan Trafficking 

Jenis-jenis Tindak Pidana Trafficking, Objek dari 

Tindak Pidana Trajficking. 

: TINJAUAN UMUM TENTANG 

PERDAGANGAN ANAK DAN PEREMPUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang, Penyebab 

Terjadinya Trafjicking Di Indonesia, Modus 

Operandi Dari Kegiatan Trqfficking, Dampak 

Yang Timbul dari Tindakan Trc~fjicking 

PERLINDUNGAN HUKUM 

DAN PENANGGULANGAN KORBAN 
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BAB V 

DAFT AR PUST AKA 

10 

TRAFFICKING 

Dalam bab ini diuraikan tentang Permufakatan 

Subjek Tindak pidan Trafficking, Kendala

kendala Yang Diternui Petugas Dal am 

Mengungkap Kasus Trafficking, Sanksi Hukum 

yang Dikenakam Terhadap Pelaku Trafficking, 

Upaya-upaya Penanggulangan Yang Dilakukan 

oleh Pemerintah Terhadap tindak Pidana 

frafficking, Kasus dan Tanggapan Kasus 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Akhir dalam bab ini penulis mernberikan 

kesimpulan dari masalah-rnasalah yang telah 

dibahas pada bab-bab terdahulu dan memberikan 

saran yang berguna hagi semua. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM .TRAFFICKING 

A. Pengertian Tentang Trafficking 

Sebenarnya kekhawatiran soal trafficking bukan saja isu lokal akan tetapi 

menjadi isu global. Menurut laporan Asian Development Bank (ADB) paling tidak 

sebanyak satu sampai dua juta manusia diestimasi telah diperjual belikan setiap 

tahun diseluruh dunia. Menurut laporan tersebut, sebagian besar penjualan orang 

bcrasal dari negara miskin, 150.000 dari negara Asia Barat dan 225.000 dari 

negara Asia T enggara. 7 

Istilah trafiking sendiri diperkenalkan oleh wacana PBB sebagai 

trafficking in persons dengan defenisi sebagai berikut: ''Perekrutan, pengiriman, 

pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau 

penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pernaksaan lain, penculikan, penipuan, 

kecurangan, penyalahgunaan kekerasan, atau posisi rentan , atau memberi atau 

menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang 

mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tuj uan eksploitasi" 8 

Identifikasi elemen dalam trafficking in persons adalah mencakup 

pemindah tanganan scseorang dari satu pihak, kepihak lain, menggunakan 

ancaman atau pemaksaan, dengan tujuan eksploitasi. Trc~fjicking tidak identik 

dengan pelacuran, persoaJannya masih menurutnya bukan satu-satunya tujuan 

trafficking dan tidak semua kasus pelacuran aclalah korban trafficking. Dalam 

trafficking perlu elemen pemindah tanganan seseorang, dari satu pihak ke pihak 

7
· Jurncll Perempuan edisi ke-29, Tahun 2003; hal.4 

s. ibid hal.6 

11 
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Jainnya dan menggunakan am:arnan, penipuan dan penguasaan. Trafficking juga 

bukan perdagangan perempuan karena didalamnya ada unsur bias gender 

mengingat korban trafficking tidak selalu perempuan dan trq/]icking mengandung 

elemen pengalib tanganan yang tt~juannya bisa untuk apa saja, baik ekspolitsi 

tenaga ke1:ja (kasus bonded labor) atau untuk pembantu rumah tangga (PRT). 

Tra.ff/cking juga bukan migrasi illegal, smuggling atau illicit transfer 

karena dalam trafficking harus ada unsur constent (persetujuan sadar) . Isu 

trafficking bukan merupakan suatu pelangggaran keimigrasian melainkan 

kejahatan. Trafficking in persons harus mencakup elemen pemindah tanganan 

seseorang dari pihak satu kepihak lainnya yang meliputi kegiatan rekrutmen, 

transportasi (pengangkutan/ pemindahan), transfer (alih tangan), penampungan 

dan penerimaan. Elemen berikutnya adalah menggunakan ancaman, pemaksaan. 

peyalahgunaan kekuasaan atau posisi ketidak berdayaan, pembayaran atau 

pemberian sesuatu untuk mendapatkan persetujuan (dari korban), atau tmtuk 

menguasai korban. Akhirnya elemen trafficking mencakup tujuan eksploitasi yang 

meliput pemanfaatan orang dalam prostitusi atau dalam bentuk eksploitasi seksual 

lainnya, kerja paksa (tenaga fi.sik maupun layanan jasa), perbudakan atau praktek

praktek rnenyerupai perbudakan, penghambaan (servitude) atau pengambilan 

organ tubuh. 

Menipu, meyekap, menganiaya, dan kemudian memperdagangkan anak

anak perempuan untuk kepentingan eksploitasi seksual komersial sesunggguhnya 

adalah bentuk tindak kejahatan kemanusiaan yang paling keji dan sangat melukai 

perasaan. Bisa dibayangkan, hati siapa yang tak tertohok dan siapa pula yang tak 
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mengutuk keras-keras ketika menyaksikan ada sekelompok orang yang tega 

menjua] serta menjerumuskan anak-anak belia yang masih lugu dalam dunia 

prostitusi secara paksa demi kepentingan pribadi mereka. 

Anak-anak di bawah umur yang semestinya memandang dunia dengan 

mata berbinar, hidup aman-tentram di bawah perlindungan dan kas1h saying 

keluarganya, tiba, tiba harus tercerabut masuk ke dalam situasi yang eksploitatif 

dan kejam, menjadi korban sindikat perdagangan anak dan dilacurkan. adakah 

rasa peduli terbersit di benak kita akan nasib anak-anak perempuan yang menjadi 

korban trafficking dan eksploitasi seksual komersial. Siapa pula sebetulnya yang 

mesti bertanggung jawab menangani kasus perdagangan anak yang makin meluas 

ke berbagai wilayah dan semakin mencemaskan. 

Secara konseptual, yang dimaksud perdagangan perempuan dan anak-anak 

sebetulnya tidak hanya untuk kepentingan prostitusi atau bisnis jasa pelayanan 

seksual. Tetapi, intinya meliputi aktivitas perekrutan yang bernuansa penipuan 

maupun paksaan, pemindahan manusia dari suatu tempat ke tempat lain-bisa antar 

pulau atau bahkan lintas negara-untuk tujuan eksploitasi . Dalarn berbagai kasus, 

anak-anak yang diperdagangakan seringkali mereka diperkerjakan pada sector 

yang berbahaya, pekerjaan terlarang, dijadikan ku1ir narkoba, untuk kerja paksa, 

pembantu rumah tangga, mengemis bahkan dijadikan korban eksploitasi seksual 

dalam bentuk pornografi, prostitusi maupun dikorbankan untuk para pedofil. 

Terkadang juga anak-anak diculik untuk kepentingan adopsi atau bahkan tak 

jarang sebagian di antaranya dimanfaatkan organ tubuhnya untuk kepentignan 

medis. Yang belakangan ini sering te~jadi dalam bentuk organ tubuhnya yang 
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sehat diambil untuk ditransplantasikan kepada orang-orang kaya yang 

membutuhkan. 

Secara lengkap, menurut perspektif yang dikeluarkan PBB, cakupan 

pengertian perdagangan anak pada dasarnya adalah meliputi kegiatan mencari, 

mengmm, memindahkan, menampung atau menenma tenaga kerja dengan 

ancaman, kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, dengan cara 

menculik, men.ipu, memperdaya, (termasuk membujuk danmengiming-iming) 

korban, menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang atau manfaat ketidaktahuan. 

keingintahuan, kepolosan, ketidakberdayaan dan tidak adanya perlindungan 

terhadap korban, atau dengan memberikan atau menerima pembayaran/ imbalan 

untuk mendapatkan ijin/ persetujuan dari orang tua, wali tau orang lain yang 

mempunyai wewenang atas diri korban, dengan tujuan untuk menghisap dan 

memeras (mengeksploitasi) korban.9 

Sedikitnya ada tiga unsure penting dibalik fenomena perdagangan anak 

perempuan. Pertama adanya praktek pempuan dan pemaksaan, kedua 

memanfaatkaan ketidakberdayaan korban dan keluarga korban dan ketiga adanya 

eksploitasi yang keji dan menjadikan korban sebagaimana layaknya komoditi 

yang bisa diperjualbelikan dengan sesuka hati. 

Global Alliance Againts Traffic In 1'Voman (GAATW) mendefinisikan 

"Perdagangan Perempuan sebagai sernua usaha atau tindakan yang berkaitan 

dengan perekrutan, transportasi didalam atau melintasi perbatasan, pernbelian, 

penjualan, transfer, pengirim~n atau penerimaan seseorang dengan menggunakan 

penipuan atau tekanan termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan 

9
. Jurnal Perempuan edisi ke-29. Tahun 2002: hal.50 
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atau lilitan utang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebu, 

baik dibayar maupun tida, untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik, seksual 

atau reproduktif), dalam ke1-:ja paksa atau ikatan kerja dalam kondisi sepe11i 

perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal 

pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan utang pertama kali". 10 Hal yang perlu 

disadari disini bahwa perempuan yang diperdagangkan, adalah korban yang sudah 

dipindahkan kelingkungan asing. 

Pengertian Trafficking yang umum dipakai di Indonesia adalah perekrutan, 

pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, melalui 

penggunaan ancaman atau tekanan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, 

penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan 

atau mcrnberi/menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan sehingga 

mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain 

terse.but, untuk tujuan eksploitasi (khususnya eksploitasi tenaga kerja dan 

eksploitasi seksual). Pengertian ini diambill dari protokol PBB yang telah 

diratifikasi oleh pernerintah Indonesia pada tahun 2000 silan1. 

Ada perbedaan rnendasar antara perdagangan dan penyelundupan orang. 

Penyelundupan orang lebih kepada pengiriman orang secara illegal dari suatu 

negara ke negara lain yang menghasilkan keuntungan bagi penyelundup, akan 

tetapi penyelundup hanya mengirimkan orang dan tidak mernpunyai sebarang 

tendensi apapun selain itu. Kalaupun timbul korban itu merupakan resiko dari 

kegiatan yang dilakukan dan bukan merupakan sesuatu yang diniarkan 

sebelumnya. Sernentara perdagangan orang sejak awal sudah mernpakan penipuan 

10
. Jurnal Perempuan edisi ke-29 , Tahun 2002: hal.152 
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karena mengandung tujuan bahwa orang yang dikirim akan dieksploitasi 

sedemikian rupa, dan korban (orang yang dikirim) tidak mengetahui apa-apa 

mengenai tujuan tersebut. Penipuan dan pemaksaan atau kekerasan merupakan 

unsur yang esensiil dalam perdagangan orang . 

Mereka yang tergolong rentan terjebak dalam perdagangan manusia ini 

adalah anak-anak dan perempuan, utamanya perempuan muda yang memiliki 

tingkat pendidikan rendah dan tidak memiliki mata pencaharian tetap (kesulitan 

ekonomi) meski tidak menutup kemungkinan lelaki juga dapat terjebak. Akan 

tetapi biasanya yang dijadikan obyek trafficking ini adalah anak-anak dan 

perernpuan. Hal ini dikarenakan anak-anak dan perempuan memiliki pangsa pasar 

yang tinggi dalam dunia perdagangan orang. Anak-anak biasanya dijual untuk 

dijadikan pekerja atau untuk dijual sebagai anak adopsi (ingat kasus seorang anak 

yang dijual, dengan mengatasnamakan adopsi, kepada sebuah keluarga Eropa). 

Sedangkan perempuan utamanya perempuan muda dijual sebagai komoditas 

untuk dunia pelacuran. 

B. Ruang Lingkup Tindakan Trafficking 

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang menjadi 

lumbung trafficking. Indonesia secara tidak langsung memiliki beberapa peran 

dalam trafficking antara lain sebagai negara asal, perantara, dan tujuan. Karban 

trafficking beragarn mulai dari anak-anak, gadis belia, wanita dewasa, dan pria 

yang diperdagangkan untuk eksploitasi seks dan kerja paksa. Jumlah korban 
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trafficking dari Indonesia paling banyak berasal dari Jawa, Kalirnantan Barnt, 

Lampung, Sumatera Utara, Banten, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan 

Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara. 

Fakta tersebut rnenirnbulkan keraguan akan kinerja pemerintah dalam 

menangani segala tindakan yang berindikasi trafficking. Terlebih lagi selama ini 

korban trafficking dari Indonesia adalah para irnigran intemasional atau lebih 

tepat TKI. TKJ yang rnerupakan pahlawan devisa juga rnerupakan cerminan 

derita bangsa. Pengertian trafficking menurut Protokol PBB adalah perekrutan, 

pengiriman, pernindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan 

ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, pemaksaan, 

penculikan, pemalsuan, penipuan, pencurangan atau penyalahgunaan kekuasaan 

atau posisi rentan ataupun penerimaan/pemberian bayaran atau manfaat sehingga 

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut 

untuk dieksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau 

praktek-praktek yang menyerupai, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ 

tub uh. 

Dari definisi tersebut sebenarnya sudah sangat jelas untuk membedakan 

dan mengidentifikasi segala bentuk tindakan yang mengarah kepada tindak pidana 

perdagangan orang. Namun, definisi tersebut terkesan sia-sia karena sebagian 

besar masyarakat yang menjadi korban bukan disebabkan oleh ketidaktahuan 

masyarakat akan pekerjaan apa yang akan dilakukannya nanti, melainkan 

dikarenakan kondisi ekonomi yang dialaminya. Bumknya sistem ekonomi lokal 

membuat masyarakat sulit untuk bersaing, memaksa masyarakat mencari 
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pekerjaan ke luar negen atau bahkan melakukan pekerjaan yang tidak sesum 

dengan harapan masyarakat. 

Hal ini diperburuk oleh dampak globalisasi yang tidak dapat dihindari 

bangsa Indonesia. Faktor kemiskinan cenderung dimanfaatkan oleh pihak-pihak 

tertentu untuk kepentingan bisnis, di mana korban diperjualbelikan bagaikan 

barang yang tidak berharga melalui tipu muslihat. Sulitnya perekonomian 

membuat masyarakat terjebak dalam lilitan hutang, kondisi inilah yang memaksa 

masyarakat terjebak dalam praktek trafficking yang berupa tindakan menyewakan 

tenaga anggota keluarga untuk melunasi pinjaman. 

Orang yang ditempatkan sebagai buruh karena jeratan hutang rentan 

terhadap perbudakan_ Hingga saat ini dalam hubungan stuktural sosial 

kemasyarakatan, perempuan dan anak-anak sering ditempatkan pada pos1s1 

marginal yang terabaikan. Konsekuensinya, perempuan seringkali dianggap 

sebagai objek dan barang yang dapat diperjualbelikan Perdagangan orang 

sebenamya sudah terjadi sejak lama, bukti te11ulis tertua yang ditemukan 

menunjukkan bahwa praktek ini sudah berlangsung sejak abad VI di wilayah 

Romavvi . 

Di Indonesia sendiri sudah terjadi sejak zaman raJa-raJa Jawa dahulu, 

perempuan merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Pada 

masa itu, konsep kekuasaan seorang raja digambarkan sebagai yang agung dan 

mulia. Raja mempunyai kekuasan penuh, antara lain tercem1in dari banyaknya 

selir yang dimilikinya. Beberapa orang dari selir tersebut adalah putri bangsawan 

yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan, sebagian lagi persembahan 
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dari kerajaan lain, tetapi ada j uga yang berasal dari lingkungan kelas bawah yang 

dijual atau diserahkan oleh keluarganyadengan maksud agar keluarga tersebut 

mempunyai keterkaitan langsung dengan keluarga istana. 

Sistem feodal ini belum menunjuk:kan keberadaan suatu industri seks 

tetapi telah membentuk landasan dengan meletakkan perempuan sebagai barang 

dagangan. Pada masa penjajahan Belanda, industri seks menjadi lebih terorganisir 

dan berkemhang pesat yaitu untuk memenuhi kebutuhan pemuasan seks 

masyarakat Eropa seperti serdadu, pedagang dan para utusan yang pada umumnya 

adalah bujangan. Pada masa pendudukan Jepang (1941-1945), komersialisasi seks 

terns berkembang. Selain memaksa perernpuan pribumi dan perempuan Belanda 

menjadi pelacur, Jepang juga membawa banyak perernpuan ke Jawa dari 

Singapura, Malaysia dan Hong Kong untuk melayani para perwira tinggi Jepang. 

Perdagangan manusia, terutarna perempuan dan anak yang saat ini 

diperdebatkan di tingkat regional maupun global merupakan jenis perbudakan 

pada pada era modem, dan konsep dasarnya adalah perekrutan, pemindahan 

manusia dari satu ternpat ke tempat lain baik antar wilayah dalam satu negara atau 

antar negara. Akibat perdagangan perempuan ini tidak hanya merampas 

kemerdekaan korban, tetapi juga mernbuat mereka rentan terhadap penganiayaan, 

siksaan fisik, kerja paksa, penyakit trauma psikis, cacat bahkan hingga kematian 

6.288 orang dan 25 % nya PSK tersebut di bawah umur. 11 

Disamping propinsi lain di Indonesia beberapa daerah di tengarai sebagai 

jalur transit seperti, Medan, Jakarta, Solo, Surabaya, Denpasar, Makassar, 

Entikong dan Nunukan dan daerah lain. Berdasarkan hal yang telah diuraikan di 

11
• Rosdiana, Yuli, Sitorus .. 2003. Perlindungan Hak Asasi Pekeria Anak dari Tindakan 

Tra_(ficking Ditiniau dari Konvensi !LO dan lmp!ementasi di Indonesia. (Skripsi). Medan. 
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atas, dan melihat fenomena perdagangan orang di Indonesia yang saa.t ini sudah 

sangat memprehatinkan dan menimbulkan kesedihan yang mendalam. Hal itu 

bukan saja akan berbahaya untuk diri sendiri (pelaku dan korban), akan tetapi juga 

bisa rnembahayakan kelangsungan hidup bangsa di rnasa datang. 

C. Jenis-,jenis Tindak Pidana Trafficking 

Berikut ini yang termasuk jenis-jenis trafficking: 12 

1. Kerja Paksa Seks & Eksploitasi seks - baik di luar negeri maupun di wilayah 

Indonesia. 

Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak dijanjikan bekerja sebagai 

buruh migran, PRT, pekerja restoran, penjaga toko, atau pekerjaan-pekerjaan 

tanpa keahlian tetapi kemudian dipaksa beke1:ja pada industri seks saat mereka 

tiba di daerah tujuan. Dalam kasus lain, berapa perernpuan tahu bahwa mereka 

akan mernasuki industri seks tetapi mereka ditipu dengan kondisi-kondisi kerja 

dan mereka dikekang di bawah paksaan dan tidak diperbolehkan menolak bekerja. 

2. Pembantu Rumah Tangga (PRT) - baik di luar ataupun di wilayah Indonesia. 

PRT baik yang di luar negeri rnaupun yang di Indonesia di trafik ke dalam 

kondisi kerja yang sewenang-wenang termasuk: jam kerja \Vajib yang sangat 

panjang, penyekapan ilegal, upah yang tidak dibayar atau yang dikurangi, kerja 

karena jeratan hutang, penyiksaan fisik ataupun psikologis, penyerangan seksuaL 

tidak diberi makan atau kurang makanan, dan tidak boleh menjalankan agamanya 

atau diperintah untuk melanggar agamanya. Beberapa majikan dan agen menyita 

12
• UN Conference Center. 1998. Proceeding Regional Co1?ference on Trafficking in 

Women. Bangkok: Asian Woman's Fund. 
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paspor dan dokumen lain untuk memastikan para pembantu tersebut tidak 

rnencoba melarikan diri. 

3. Bentuk Lain dari Kerja Migran- baik di luar ataupun di wilayah Indonesia. 

Meskipun banyak orang Indonesia yang bermigrasi sebagai PRT, yang 

lainnnya d~janjikan mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian di 

pabrik, restoran, industri cottage, atau toko kecil. Beberapa dari. buruh migran ini 

ditrafik ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang dan berbahaya dengan 

bayaran sedikit atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Banyak juga yang dijebak 

di tempat kerja seperti ih1 rnelalui jeratan hutang, paksaan, atau kekerasan. 

4. Penari, Penghibur & Pertukaran Budaya - terutama di luar negeri. 

Perempuan dan anak perernpuan d~janjikan bekerja sebagai penari duta 

budaya, penyanyi, atau penghibur di negara asing. Pada saat kedatangannya, 

banyak dari perempuan ini dipaksa untuk bekerja di industri seks atau pada 

peke1jaan dengan kondisi rnirip perbudakan. 

5. Pengantin Pesanan- terutama di luar negeri. 

Beberapa perempuan dan anak perempuan yang bermigrasi sebagai istri 

dari orang berkebangsaan asing, telah ditipu dengan perkawinan. Dalam kasus 

semacam itu, para suarni mereka memaksa istri-istri barn ini untuk bekerja untuk 

keluarga mereka dengan kondisi mirip perbudakan atau menjual mereka ke 

industri seks. 
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6. Beberapa Bentuk Buruh/Peke~ja Anak- terutama di Indonesia. 

Beberapa (tidak semua) anak yang berada di jalanan untuk mengemis, 

mencari ikan di lepas pantai seperti jermal, dan bekerja di perkebunan telah 

ditrafik ke dalam situasi yang mereka hadapi saat ini. 

7. Trafiking/penjualan Bayi - baik di luar negeri ataupun di Indonesia. 

Beberapa buruh migran Indonesia (TKT) ditipu dengan perkawinan palsu 

saat di luar negeri dan kemudian mereka dipaksa untuk menyerahkan bayinya 

untuk diadopsi ilegal. Dalam kasus yang lain, ibu rumah tangga Indonesia ditipu 

oleh PRT kepercayaannya yang melarikan bayi ibu tersehut dan kemudian 

menjual bayi tersehut ke pasar gelap. 

Statistik untuk trafiking yang konkrit dan dapat diandalkan di Indonesia 

masih sangat sulit untuk didapatkan, karena ke-ilegalan-nya dan,karena itu, 

sifatnya tersembunyi. Meskipun demikian, informasi berikut ini mungkin dapat 

memberikan gambaran cakupan dari masalah ini: 

a. Buruh Migran: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi memperkirakan 

bahwa pada tahun 2002 terdapat sekitar 500.000 warga negara Indonesia yang 

bermigrasi keluar negeri untuk bekerja melalui jalur resmi. Berbagai LSM di 

Indonesia (termasuk juga KOPBUMr) memperkirakan bahwa sekitar 1,4 sampai 

2J juta bumh migran perempuan Indonesia saat ini sedang bekerja diluar negeri. 

Organisasi-organisasi ini juga menyertakan jwnlah buruh migran yang tidak 

terdokumentasi yang melewati jalur-jalur ilegal kedalam perkiraan mereka. 
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b. PRT: Sebuah laporan dari konferensi ILO-IPEC 2001 memperkirakan bahvva 

ada sekitar 1,4 juta PRT di Indonesia, dan 23 persennya adalah anak-anak. 

Peke~ja Seks Komersial: Sebuah laporan Organisasi Perburuhan Dunia (ILO) 

tahun 1998 memperkirakan bahwa ada sekitar 130.000 - 240.000 pekerja seks di 

Indonesia dan sampai 30 persennya adalah anak-anak di bawah 18 tahun. 

Oleh karena itu cara kita menghindar dari trafficking adalah dengan cara 

berhati-hatilah dengan orang disekitar kita. 

D. Objek dari Tindak Pidana Trafficking 

Perdagangan manusia atau istilah Human Trafficking merupakan sebuah 

kejahatan yang sangat sulit diberantas dan disebut-sebut oleh masyarakat 

internasional sebagai bentuk perbudakan masa kini dan pelanggaran terhadap hak 

asasi manusia. Kejahatan ini terus menerus berkembang secara nasional maupun 

intemasional. Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, 

komunikasi dan transportasi. maka semakin berkembang pula modus 

kejahatannya yang dalam beroperasinya sering dilakukan secara tertutup dan 

bergerak di luar hukum. 13 

Pelaku perdagangan orang (trafficker) pun dengan cepat berkembang 

menjadi sindikasi lintas batas negara dengan cara kerja yang mematikan. 

Rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan dan situasi psikologis inilah menjadi 

salah satu penyebab yang tidak disadari sebagai peluang munculnya human 

trafficking atau perdagangan manusia. Istilah yang kemudian diserap dalam 

bahasa lndonesia dengan kata trafiking m1, sampai saat ini belum mendapat 

13
· Ruhardjo Sadjipto, 1980. Hukum dan Afasyarakat, Angkasa;Bandung 
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perhatian yang maksimal dari pihak-pihak terkait. Tidaklah mengherankan jika 

korban trafiking terns berjatuhan, bahkan, rentetan korban demi korban masih 

mungkin akan terns bertambah. 

Perdagangan orang dapat mengambil korban dari siapapun, orang-orang 

dewasa dan anak - anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya 

berada dalam situsi dan kondisi yangm rentan. Modus yang digunakan dalam 

kejahatan ini sangat beragam dan juga memiliki aspek kerja yang rumit. Dengan 

perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi , komunikasi dan transportasi 

maka semakin berkembang pula modus kejahatannya yang dalam beroperasinya 

sering secara tertutup dan bergerak di luar hukum. Pelaku perdagangan orang 

(tn{f]icker) pun dengan cepat berkembang me1~jadi sindikasi lintas batas negara 

dengancara kerja yang mematikan. 

Sasaran yang rentan rnenjadi korban perdagangan perempuan antara lain: 

a. Anak-anak jalanan 

b. Orang yang sedang mencari pekerjaan dan tidak rnempunyai pengetahuan 

infomrnsi yang benar mengenai pekerjaan yang akan dipilih 

c. Perempuan dan anak di daerah konflik dan yang menjadi pengungsi 

d. Perempuan dan anak miskin di kota atau pedesaan 

e. Perempuan dan anak yang berada di 'vii ayah perbatasan anatar Negara 

f. Perempuan dan anak yang keluarganya te1jerat hutang 

g. Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, korban pemerkosaan 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/7/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)26/7/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Egbertus Jiwa Budiman - Kajian Hukum tentang Tindak Pidana Trafficking terhadap....



BAB III 

FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA TINDAKPIDANA 

TRAFFICKING 

A. Penyebab Terjadin}·a Trafficking Di Indonesia 

Fenomena perdagangan orang di Indonesia sejak krisis yang lalu, kini 

semakin meningkat. Tidak saja terbatas untuk tujuan prostitusi atau eksploitasi 

seksual manusia, melainkan juga meliputi bentuk-bentuk eksploitasi lain, seperti 

kerja paksa dan praklik menyerupai perbudakan di beberapa \vilayah sektor 

lofomrnl, tennasuk ke.tja domestik dan mempelai pesanan. Bentuk kejahatan ini 

merupakan tindakan kejahatan yang sangat merendahkan martabat manusia dan 

merupakan bentuk perbudakan rnanusia di jaman modern, Oleh karena itu perlu 

mendapat perhatian dan penanganan yang serius. 

Eksploitasi dapat meliputi, paling tidak, adalah: 14 

a. eksploitasi untuk melacurkan manusia lain atau bentuk-bentuk lain dari b. 

eksploitasi seksual. 

c. ke1ja atau pelayanan paksa. 

d. perbudakan atau praktek-praktek yang serupa.dengan perbudakan 

penghambaan. 

e. pengambilan organ-organ tubuh 

Diundangkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, membawa harapan baru dan 

14
· Ediwarman, Lely Asni. 1988. Kriminologi. FH-UISU. Medan 

25 
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tantangan bagi para aparatur hukum dan pemerhati terjadinya tindak pidana 

perdagangan orang, untuk kembali memperhatikan dan mempelajari unsur-unsur 

dan sistem perlindungan hukum (terutama bagi saksi korban) dalam tindak pidana 

perdagangan orang. 

Di Indonesia penyusunan Undang-lJndang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang temyata dimaksudkan untuk mewujudkan dalam Undang-

Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang terdapat unsur-Lmsur dan norma hukum yang baru dalam sistem hukum 

pjdana kita. Lahirnya UU No. 21 Tahun 2007 merupakan instrumen untuk 

melindungi masyarakat dari bahaya tindak pidana perdagangan orang. Akan 

tetapi, patutlah di waspadai bahwa karakteristik tindak pidana perdagangan orang 

ini , bersifat khusus dan merupakan extra ordinary crime, karena banyak 

melibatkan aspek yang kompleks, dan bersifat transnasional organized crime, 

karena melintasi batas-batas negara serta dilakukan oleh organisasi yang rapi dan 

tertutup. Dengan demikian, strategi penanggulangan dan pemberantasannya hams 

secara khusus pula. Oleh karena itu, diperlukan profesionalisme dan kehandalan 

para penegak hukumnya untuk memahami ketentuan hukumnya dan melakukan 

penegakan hukum yang konsisten dan berkesinambungan. Disamping dukungan 

masyarakat melalui advokasi dun pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat, 

sehingga diharapkan tindak pidana perdagangan orang in.i dapat ditekan bahkan 

diberantas. 

Penelitian ini merupakan penelitian awal untuk mengetahui berapa 

banyak, jenis kejahatan perdagangan orang terjadi didaerah-daerah di 
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Penelitian ini merupakan penelltian awal untuk mengetahui berapa 

banyak, jenis kejahatan perdagangan orang yang terjadi didaerah-daerah di 

Indonesia, dan sampai dimana kemampuan hakim dalam menerapkan peraturan-

peraturan yang ada. Hasil penelitian ini akan dirangkum dalam suatu laporan yang 

berbentuk naskah akademis yang menggambarkan permasalahan-permasalahan 

hukum yang ditimbulkan akibat kejahatan barn ini, disamping laporan dan analisa 

questioner yang diedarkan di lima wilayah penelitian di Indonesia. Meskipun basil 

penelitian ini belum dapat rnenggambarkan secara menyelumh yang bersifat 

nasional tentang adanya kejahatan perdagangan manusia di wilayah2 di seluruh 

Indonesia, tetapi setidak-tidaknya ada gambaran bahwa bahwa jenis kejahatan ini 

telah melanda di beberapa wilayah. 

Tidak ada satupun yang mernpakan sebab khusus tei:.iadinya trafiking 

manusia di Indonesia. Trafiking disebabkan oleh keseluruhan ha! yang terdiri dari 

bermacam-macarn kondisi serta persoalan yang berbeda-beda. Tennasuk 

kedalarnnya adalah: 15 

1. Kurangnya Kesadaran 

Banyak orang yang bermigrasi untuk mencari kerja baik di Indonesia 

ataupun di luar negeri tidak mengetahui adanya bahaya trafficking dan tidak 

mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalarn 

pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekei:jaan yang mirip perbudakan. 

2. Kemiskinan: 

15
. Dewi, Sri N ingsih. 2004. Perdagangan Anak Child Trafiking Menurut Hukum lnternasiona! 

Serta l)paya Pencegahan dan Penganggulangannya di Indonesia. (Skripsi). Universitas Sumatera 
Utara, Medan. ----------------------------------------------------- 
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3. Keinginan Cepat Kaya 

Keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi 

memicu terjadinya migrasi dan membuat orang-orang yang bermigrasi rentan 

terhadap trafficking. 

4. Faktor Budaya: 

Faktor-faktor budaya berikut memberikan kontribusi terhadap terjadinya 

trafficking: 

5. Peran Perempuan dalam Keluarga. 

Meskipun nom1a-norma budaya menekankan bahwa tempat perempuan 

adalah di rumah sebagai istri dan ibu, juga diakui bahwa perempuan seringkali 

menjadi pencari nafkah tambahan/pelengkap buat kebutuhan keluarga. Rasa 

tanggung jawab dan kewajiban mernbuat banyak wanita bermigrasi untuk bekerja 

agar dapat membantu keluarga mereka. 

6. Peran Anak dalam Keluarga 

Kepatuhan terhadap orang tua dan kewajiban untuk membantu keluarga 

membuat anak-anak rentan terhadap trafiking. Buruh/pekerja anak, anak 

bermigrasi untuk beke~ja, dan buruh anak karena jeratan hutang dianggap sebagai 

strategi-strategi keuangan keluarga yang dapat diterima U11tuk dapat menopang 

kehidupan keuangan keluarga. 

7. Perkawinan Dini . 

Perkawinan dini mempunyai implikasi yang senus bagi para anak 

perempuan termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah, kesempatan ekonomi yang 

terbatas, gangguan perkernbangan pribadi 0 dan seringkali , juga perceraian dini. 
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Anak-anak perempuan yang sudah bercerai secara sah dianggap sebagai orang 

dewasa dan rentan terhadap trafiking disebabkan oleh kerapuhan ekonomi 

mereka. 

8. Sejarah Pekcrjaan karena .Teratan Hutang. 

Praktek menyewakan tenaga anggota keluarga untuk melunasi pinjaman 

merupakan strategi penopang kehidupan keluarga yang dapat diterima oleh 

rnasyarakat. Orang yang ditempatkan sebagai buruh karena jeratan hutang 

khususnya, rentan terhadap kondisi-kondisi yang sewenang-wenang dan kondisi 

yang mirip dengan perbudakan. 

9. Kurangnya Pencatatan Kelahiran. 

Orang tanpa pengenal yang memadai lebih mudah menjadi mangsa 

trafiking karena usia dan kewarganegaraan rnereka tidak terdokumentasi. Anak

anak yang ditrafik, misalnya, lebih mudah diwalikan ke orang dewasa manapun 

yang memintanya. 

10. Kurangnya Pendidikan 

Orang dengan pendidikan yang terbatas memiliki lebih sedikit 

keahlian/skill dan kesempatan kerja dan mereka lebih mudah ditrafik karena 

mereka bem1igrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian. 

11. Korupsi & Lemahnya Penegakan Hukum 

Pejabat penegak hukum dan imigrasi yang korup dapat disuap oleh pelaku 

trafiking untuk tidak mempedulikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kriminal. 

Para pejabat pemerintah dapat juga disuap agar memberikan infonnasi yang tidak 

bcnar pada kartu tanda pengenal (KTP), akte kelahiran, dan paspor yang membuat 
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buruh migran lebih rentan terhadap trafficking karena migrasi ilegal. Kurangnya 

budget/anggaran dana negara untuk menanggulangi usaha-usaha trafiking 

menghalangi kemampuan para penegak hukum untuk secara efektif menjerakan 

dan menuntut pelaku trafficking. 

Di era reformasi ini masalah hak asasi manusia merupakan elemen penting 

yang harus diperhatikan manusia harus terbebas dari perbudakan atau 

penghambatan dalam KUHP pasal 324-337 bangsa Indonesia menyatakan bahwa 

perbudakan atau penghambatan merupakan kejahatan terhadap kemerdekaan 

orang yang diancam dengan pidana penjara lima sampai dengan lima belas tahun. 

Kendati demikian ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk kembali 

melakukan perbudakan dan penhambatan itu ke dalam bentuk yang baru yaitu: 

perdagangan orang (trafficking). Mereka memanfaatkan kemajuan teknologi 

informasi, komunikasi dan transportasi yang mengakselerasi terjadinya 

globalisasi. Praktek perdaganga.ri orang beroperasi secara tertutup dan 

terorganisasi sehingga membentuk sebuah sindikat yang tidak tersentuh oleh 

hokum. Sindikat ini terns berkembang sehingga menembus lintas batas Negara. 

Mereka dengan sangat halus menjerat mangsanya terutama perernpuan dan anak

anak menjadi korban perdagangan orang yang dieksploitasi dengan berbagai cara 

sehingga korban menjadi tidak berdaya untuk membebaskan diri , seperti dengan 

jeratan hutang, kesulitan ekonomi yang melilit dan kemiskinan. 

Pada perkembangannya, praktik tindak pidana perdagangan orang di 

Indonesia melangkah ke kondisi yang sangat mencemaskan. Maka wajar saja 

indonesia sempat dimasukkan di daftar Negara yang mengabaikan penenganan 
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perdagangan manusia oleh panel pemerintah amerika serikat. Namun pada tahun 

2005 indonesia dikeluarkan di daftar itu karena Indonesia dianggap sudah 

b .k. d 16 memper a1 i penanga.nan per agangan orang. 

B. Modus Operandi Dari Kegiatan Trafficking 

Perkembangan kasus trqffickinK (perdagangan orang) di Indonesia 

sungguh kian mengkhawatirkan. Perdagangan perempuan untuk tujuan eksploitasi 

seksual maupun eksploitasi tenaga kerja adalah masalah yang masih 

membutuhkan perhatian besar di Indonesia. International Organisation for 

Migration (IOM) melaporkan sebanyak 1966 orang di Indonesia menjadi korban 

perdagangan manusia, dari jumlah tersebut sebanyak 1757 atau 89% korbannya 

adalah perempuan. 

Dari tahun ke tahun, kasus ini meningkat tajam. Seakan-akan, kasus 

trq[ficking di Indonesia diibaratkan bak gunung es. Artinya, angka yang 

tersembunyi di bawah permukaan jauh lebih besar ketimbang yang terlihat di 

permukaan. Data dari International Organization for lvfigration (IOM) mencatat 

hingga April 2006 bahwa jurnlah kasus perdagangan manusia di Indonesia 

mencapai 1.022 kasus, dengan rinciannya: 88,6 persen korbannya adalah 

perempuan, 52 persen dieksploitasi sebagai pekerja rumah tangga, dan 17,1 

persen dipaksa melacur. 

Di Indonesia, modus perdagangan orang hingga saat ini semakin 'kreatif' 

dan canggih, antara lain dilakukan dengan menjadi pengantin pesanan (bride 

order), duta seni negara, adopsi anak, penjualan bayi , penjualan anak sebagai 

1 ~· Irwanto, 2001, "Perdagangan A nak di Jndunesia'', dalam Progressia Vol. V Juni 200 I, 
Malang 
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bisnis pomografi, perdagangan narkoba, pekerja rumah tangga domestik maupun 

migran yang undocumented, sampai pada variasi yang lebih terbaru yaitu anak 

jalanan (pengernis) sebagai komoditas seks, target kaum pedophilia atau korban 

perdagangan organ tubuh mahusia. Korban perdagangan perempuan dan anak 

sebagian besar mengalami eksploitasi seksual dan dijadikan perempuan yang 

dilacurkan (pedila) yang tersebar disejumlah ternpat-tempat prostitusi. 

Modus perdagangan orang yang juga banyak terjadi adalah penipuan yang 

dilakukan oleh penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) terhadap para calon 

TKI dan P JTKI yang menjadikan TK W hamil sebagai asset. Dalam kasus buruh 

migran yang menjadi korban traficking, baik buruh migran yang illegal 

(undocumented workers) ataupun buruh m1gnm yang kehilangan 

passport/passportnya ditahan oleh majikan, negara transit dan negara 

penerima/tujuan memperlakukan mereka sebagai Jm1gran gelap dan 

memulangkan/mendeportasi mereka tanpa memberikan kesempatan kepada buruh 

rnigran untuk tetap berada di negara penerima/negara transit dan rnernperoleh 

kesempatan untuk mendapatkan penghidupan yang layak .17 

Modus operandi dari tindak pidana trafficking adalah sebagai berikut: 

(1) merekrut calon pekerja wanita 16-25 tahun; 

(2) dijanjikan bekerja di restoran, salon kecantikan, karyawan hotel, pabrik 

dengan gaji RM 500 s/d RM 1.000; 

(3) identitas dipalsukan; 

(4) biaya administrasi , transportasi , dan akomodasi ditipu oleh pihak agen; 

11
• International Organiation For Migration (IOM). "Manual Pemulangan, Pemu!ihan dan 

Reintegrusi Korban Trc1fjicking", Jakaria, 2004 ----------------------------------------------------- 
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(5) tanpa ada calling visa atau working permit atau menggunakan visa kunjungan 

singkat; 

(6) putusnyajaringan; dan 

(7) korban dijual , disekap, dan dipekerjakan sebagai PSK. 

Modus yang terakhir sering sekali terjadi. Sedangkan jalur masuk sindikat 

tra.Jjicking adalah sebagai berikut:18 

(1) Medan-Penang/[poh-Kuala Lumpur (menurut laporan KBR[ di Kuala 

Lumpur: tertangkap 3 sindikat berjumlah 6 orang dan sudah divonis PengadiJan 

Negeri Medan dan Tebing Tinggi); 

(2) T. Pinang/Batam-Staling Laut/Tg. Belungkor-Kuala Lumpur (1 sindikat, 5 

orang, sudah divonis Pengadilan Tanjung Pinang); 

(3) Jakarta-Pontianak-Entikong-Kuching-Kuala Lumpur dan; 

(4) Nunukan-Tawau-Kota Kinabalu 

Kasus perdagangan perempuan dengan modus pelacuran di luar negen 

adalah kasus yang paling umurn terjadi. Bahkan, rnenurut data yang ada fenomena 

ini makin rneningkat dari tahun ke tahun. Menurut laporan Kantor Menteri 

Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) tercatat sepanjang tahun 2005 

saja ada 700 perempuan Indonesia telah dijadikan budak seks di negeri orang. 

Jumlah itu diperkirakan terus meningkat jika penanganannya tidak diatasi secara 

sen us. 

Perdagangan manusia dapat mengambil korban dari siapapun, orang-orang 

dewasa dan anak - anak laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya 

berada dalam situsi dan kondisi yang rentan. Na.mun Perdagangan manusia, 

lR. Ibid, hal.23 ----------------------------------------------------- 
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biasanya dalam banyak kasus lebih merujuk kepada perdagangan perempuan dan 

anak-anak. Modus yang digunakan dalam kejahatan ini sangat beragam dan juga 

memiliki aspek ke1ja yang rumit. 

Berdasarkan rumusan pasal 546 rancangan KUHP di atas yang 

dikategorikan kedalam modus perdagangan manusia adalah : 19 

Bagian Pertama : setiap orang yang melakukan perekrutan, pengmman, 

penyerahterimaan orang. 

Bagian Kedua : dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, 

penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan 

posisi kerentanan, atau per~jeratan utang. 

Bagian Ketiga : untuk tujuan mengeksploitasi, atau perbuatan yang dapat 

tereksploitasi orang terschut. 

C. Dampak Yang Timbul Dari Tindakan Trafficking 

Istilah dalam perdagangan manusia ini dapat diartikan sebagai "rekrutmen, 

transportasi , pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang dengan 

ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, pempuan, 

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan ataupun menerima atau mem beri 

bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang 

memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk kepentingan eksploitasi yang 

secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk 

eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek

praktek lain yang serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan 

19 Kitab Undang-Undang Hukum I'idana ----------------------------------------------------- 
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organ-organ tubuh."20 Eksploitasi . dalam perdaganagan manusrn (human 

trafficking) dapat mel iputi. paling tidak, adalah: Pertama, eksploitasi untuk 

melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual. Kedua, 

kerja atau pelayanan paksa. Ketiga, perbudakan atau praktek-praktek yang scrupa 

dengan perbudakan. Keempat, pengharnbaan. Kelirna, pengambilan organ-organ 

tub uh. 

Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) mendefenisikan human trafficking atau 

perdagangan rnanusrn sebagai: Perekrutan, pengmrnan. pemindahan, 

penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan 

kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan. 

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima bayaran 

atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas 

orang lain, untuk tujuan eksploitasi. (Protokol PBS tahun 2000 untuk Mencegah, 

Menanggulangi dan Menghukum Trafficking terhadap Manusia, khususnya 

perernpuan dan anak-anak; Suplemen Konvensi PBS mengena.i Kejahatan Lintas 

Batas Negara). Tabel dibawah ini, yang disarikan dari Definisi PBB diatas, adalah 

alat yang berguna untuk menganalisis rnasing-masing kasus untuk menentukan 

apakah kasus tersebut termasuk trqfficking atau tidak. 

Suatu kejadian dapat dikatakan sebagai trafficking, kejadian tersebut harus 

memenuhi paling tidak satu unsur dari ketiga kriteria yang terdiri dari proses. 

jalan/cara dan tujuan. Jika satu unsur dari masing-masing ketiga kategori di atas 

muncul, maka hasilnya adalah trafiking. Pe1tama setiap orang yang melakukan 

20
· Pasal 3, Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, 

terutama Perempuan dan Anak, sebagai Tambahan terhadap Konvensi PBB menentang Kejahatan 
Terorganisir TransnasionaL 2000). ----------------------------------------------------- 
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perekrutan, pengmman, penyerahterimaan orang. Kedua dengan menggunakan 

kekerasan atau ancaman kekerasan, pempuan, penculikan, penyekapan, 

penyalahgunaan kekuasaan, pema'nfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang. 

Ketiga untuk tujuan mengeksploitasi , atau perbuatan yang dapat tereksploitasi 

orang tersebut. 
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A. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Perdagangan orang dapat dilihat dari beberapa unsur pokoknya yaitu melalui : 

Proses, Perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau 

penerimaan seseorang, dan modus yang di gunakan untuk melaksanakan kegiatan 

tersebut dengan cara, ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalah gunaan kekuasaan (a huse of 

power), penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat waupun 

memperoleh persetujuan dari orang yang memcgang kendali atas orang lain. 

2. Selanjutnya tujuan dan akibat eksploitasi seksual, perbudakan, kerja paksa atau 

pelayanan paksa, praktek serupa perbudakan, perhambaan, peralihan organ 

(removal organ) atau tanpa sersetujuan orang. 

3. Dalam hal ini tidak hanya manusia yang bisa menjadi korban perdagangan 

orang, akan tetapi juga organ tubuh dari manusia itu sendiri , selanjutnya yang 

dapat rnenjadi korban, disamping anak-anak clan perempuan juga bisa seorang 

laki-laki dewasa. 

73 
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4. Pelaku tindak pidana perdagangan orang bisa secara sendiri atau perseorangan, 

juga bisa suatu badan hukum dan dilakukan antar lintas kota suatu negara, juga 

antar lintas negara. 

5. Selanjutnya npaya hukurn yang digunakan untuk mencegah. menghukum, 

pelaku rnaupun memberantas perdagangan orang yaitu dengan telah di sah kan 

dan di undangkannya Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, diharapkan pada para Penegak 

hukum khususnya Hakim dapat menerapkan hukuman yang maksimal terhadap 

pelaku tindak pidana perdagangan orang, melindungi dan rnemberikan pelayanan 

yang maksimal kepada korban. 

6. Di samping Undang-undang nomor 21 tahun 2007, juga undang-undang terkait, 

yaitu undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak hasasi manusia, 

Undang-undang n.omor 2~ tahun 2002 1entang Perlindungan Anak, dan dengan 

telah berlakunya sistem otonomi daerah, maka diharapkan daerah merespon 

Undang-undang tersebut diatas dengan membuat Perda-perda tentang 

Pemberantasan Perdagangan Orang. 

B. Saran 

1. Penghapusan perdagangan orang terutama perempuan dan anak-anak tidaklah 

mudah, karena jumlah masalah yang dihadapi sangat kompleks dan multi 

demensional. 
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2. Pemangku kepentingan/pejabat yang berwenang barns membangun kerja sama 

dan komitrnen yang berat, lugas dan tegas guna melindungi warganya dari bahaya 

perdagangan orang, peraturan perundangan yang memadai dan para penegak 

hukum yang tegas dan copable dalam menjalankan penegakan hukum, ha! itu 

merupakan modal pokok yang harus di ciptakan untuk melawan para pelaku 

tindak pidana perdagangan orang. 

3. Disarnping dengan adanya Otonomi daerah, maka pemerintah daerah di 

harapkan merespon secara positip setiap gerakan untuk memberantas perdagangan 

orang, agar gerak para pelaku tindak pidana perdagangan orang semakin sempit 

dan meminimalisir korban. 
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